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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-MAHA ESA, -

BUPATI HALMAHERA TENGAH|

1

bahwa untuk melaksanakan ketentpyan Pasal 41 Peraturan
Peimerintah Nomor 18 Tahun 2016-terjtang Perangkat Daerah
dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Dera:[rcm Daerah Kabupaten
Halmahera Tengoch Nomor 13 ,Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan peransfat Daerah Kabupaten
Halmahera Tegah;

bahwa untuk  meningkatkan ‘ pelayanan  kepada
masayarakat  secara mudoh dan| cepat dipondang periu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Djnas (UPTD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b di §ctas, dipandang perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupdti.

Undang - Undang Nomor 6 Tohun 1950 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Halmahera
Tengah (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3830);
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Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undong - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Dokoh - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun

999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3890):;

Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang .

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Rabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan HKabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4262);

Undang - Undang Nomor 33 Tohun. 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran f'\leguru Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Neﬂqra Rl Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 jTahun 201 tentang
Dembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2011 Nomor 82,[ Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5233); ’

Undang -~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambchan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 8 Tahun I2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Ur}dcmg - Undang Nomor 2
Tohun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang
Nomecr 23 Tahun 2014 tentang Pemagrintahan Daerah Menjadi
Undang - Undang (Lembaran N ara-Republik Indonesia
Tohun 2015 Nomor 24, Tambohan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 5657);




Menetapkan

10.

1"
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13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahuh 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintoh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerahy;

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 }l’ ghun 2016 tentang
Perangkat Daerch (Lembaran Neguira Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tcmbahc.h Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerch Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah  Kabupaten
Halmahera Tengah;

Peraturan Daerch Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerch Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah

Kabupaten Halmaherq Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERIA UNIT PEL KSANA TEKNIS SISTEM.

PENVEDIAAN AIR  MINUM  DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.




Dalan Peraturcn Bupati ini vang dimaksud dengan :

1.
2
3.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dcierah adaloh Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

Buipati adolah Bupati Halmahera Tengah:

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta peranglzat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan doerah Kabupaten Ht:lq'ncherc: Tengah;

Doewan Perwakiion Rakyat Daerah yang selonjutnycjl disebut DHRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai | unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengaty:

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

Dinas adalah Dinas Perumohon dan Permukiman| Kabupaten Halmahera

Tangah;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya
disingkat UPTD-SPAM dalah Unit Pelaksana Teknis

inas Sistem Penyediaan
Air Minum yang berada dibawah Dinas Perumghan dan Permukiman
Kabupaten Halmahera Tengahy; :

kepala UPTD-SPAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem
Penyediaan Air Minum yang berada dibawah ™ Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupoten Halmahera Tengah;

Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis

Ninas Perumahan dan Permukiman;

10. elompok: Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada

1Jnit Pelalzsana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman.
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BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum

Kabuputen Halmahera Tengaoh.

Pasal 3

UPTD-SPAM merupakan unit pelaksana Pemerintah Daoerah yang berada

dibawah Dinas Perumahan dan Permukiman dan be1t:qggungjcxwob kepada

Kepalca Daerah melalui Kepala Dinas.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas) Sistem Penyediaan Air

Vinum Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari ]
a. Kepala UPTD
b. Kepala Seksi Teknik;

Kepala Seksi Admninstrasi Keuangan;

0

c. Stof.
(2) Bagan Susunan Organisast Unit Pelaksana Teknis

Dinas Sistem Penyediaan

Air Minum Kabupaten Halmahera Tengah sebagﬂgmcmu dimaksud ayat (1)

pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Bujpati ini.
i



BAB WV i
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten

Haimahera Tengah dibidang pengelolaan air minum.

Pasal 6

Dalarmr  melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Unit

Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan kepala
dinas;

b. pemberian izin dan pelaksana pelayanan umum;

c. pelaksana urusan administrasi.

BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7 i

(1) Hepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Peny?diacm Air Minum adalah
abatan Eselon Va;

(2) <epala Scksi adalah Jabatan Eselon lub;

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Delwediaan Air Minum dan
Kepala Szksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupfati atas usul Kepala Dinas;

(4) Pejabat dibawah Kepala Seksi dan Stafnya diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala LIPTD-SPAM atas persetujuan Kepaila Dinés.




BAB Vi
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal B

(1) KelompoR Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas secarc profesional sesuai dengan kebutuhgn;

(2) KelompoR Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (‘!) pasal ini
dalam melchsanphcm tugasnya bertanggung jowab! kepada Kepala Dinas
melalui Kepala ~Un'|t Pelaksana Teknis Dinas Pendt#patcm dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kecamatan; i

(3) Se:iap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana giimahsud pada ayat (1)
pesal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senicj:)r;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
}

BAB VI
TATA KERIA

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugasnyd, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem
Penyediaan Air Minum wajib menerapkan prinsip hoordinasi, integrasi dan
. sinkronisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air
Mintim  dengan instonsi terkait  dalam rangka pelaksanaan tugas

masing - masing.
BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Hal — hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih

lar jut sepanjang mengenai teknis pelgksanaannya.

LT e e



BAB iX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetankan. Agar setiop orang
dapat mengetahuinyg, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengar penempatannya dalom Berita Daerah.

Ditetapkor di Weda

pada ] | 16 Januari 2017

Diund angkan di Weda
pada tanggal 23 januari 2017 ’

BERI A DAERAIH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHLIN 2017 NOMOR 284
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